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PUTUSAN
Nomor 1871/Pdt.G/2019/PA.Bm

& A AP —t
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara
cerai gugat antara :

p, umur 33 tahun, agama Islam, pendikan terakhir SLTA, pekerjaan Tenaga
Kerja Indonesia (TKI), tempat tinggal di p  Kabupaten
Bima, dalam hal ini memberi kuasa kepada
MUHAMMAD TAUFIK, SH ; Advokat/Pengacara yang
berkantor hukum pada kantor ADVOKAT MUHAMMAD
TAUFIK, SH & PARTNERS, beralamat di JI. Dermaga
No., Rt 005/Rw 003, Desa Darussalam Sila Kecamatan
Bolo Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Bima, tertanggal, 12 Nopember 2019 dibawah Register
Nomor :427/SK.Khusus/2018/PA. BM,sebagai
Penggugat;

melawan

t, umur 41 tahun, agama Islam, pendikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta,
tempat tinggal, semula bertempat tinggal di Kabupaten
Sumabawa Besar, sekarang tidak diketahui alamatnya
dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia
(ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Nopember 2019

telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan
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Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1871/Pdt.G/2019/PA.Bm tanggal 19
Nopember 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM POSITA

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2014, telah dilangsungkan perkawinan
antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan
tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat secara
administratif di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alas,Kabupaten
Sumabaw Besar, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nmor
117/ 26 /VII/ 2014, bertepatan dengan Tanggal, 19 Syawal 1435 H ;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan
berdasarkan atas kehendak antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak di
setujui oleh Kedua orang tua Penggugat, sehingga perkawinan antara
Penggugat dan Tergugat di laksanakan di Tempat tinggal Kedua Orang tua
Tergugat yaitu di Dusun Telaga Lompa,Rt 03/Rw 010,Desa MUER
Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumabawa Besar.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
kediaman bersama di Dusun Telaga Lompa, Rt 03/Rw 010,Desa MUER
Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa
Besar.
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak
dikaruniai anak.
5. Bahwa sejak pernikahan pada Tanggal 15 Agustus 2014 Penggugat
menikmati kebahagiaan hanya kurang lebih 1 Bulan saja, masuk pada
bulan-bulan berikutnya,Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat selalu di
timpa masalah, percekcokan dan kekerasan fisik hampir setiap hari yang
dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, oleh karena Penggugat
terlalu menderita sehingga pada awal Tahun 2016, penggugat pernah
menggugat cerei Tergugat di sebabkan antara lain :

a. Tergugat malas mencari nafkah dan selalu memaksa Penggugat

untuk meminta bantuan pada orang tua penggugat.

b. suka cemburu yang tidak beralasan

C. Tergugat suka selingkuh dengan perempuan lain
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d. Sering melakukan penganiayaan terhadap Penggugat.
6. Bahwa karena terlalu sakit akibat perlakuan Tergugat maka pada Bulan
Juli 2016, Penggugat kembali tinggal bersama Kedua orang tua
Penggugat di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, kemudian
selanjutnya untuk memperbaiki ekonomi Rumah tangga, maka atas ijin
Tergugat Pada Tanggal, 24 Agustus 2016, Penggugat berangkat
menjadi TKI ke Negara Singapura.
7. Bahwa setelah penggugat menjadi TKI di Singapura,pada awal-awalnya
komunikasi antara Penggugat dan Tergugat berjalan Lancar,bahkan
berturut-turut pada Bulan September, Okbtober dan Nopember Tahun 2016,
Penggugat atas permintaan Tergugat terus mengirim uang yang jumlahnya
lebih kurang mencapai Rp. 20.000.000, (Dua puluh Juta Rupiah), yang
alasannya untuk modal mencari kerja, akan tetapi setelah Tergugat
menerima uang kiriman Penggugat pada Bulan Nopember 2016, seketika
Tergugat kehilangan kontak dengan Penggugat, bahkan sampai sekarang
Penggugat tidak tau lagi keberadaanya dan alamatnya di dalam wilayah
Negara Indonesia.
8. Bahwa dalam upaya mempertahankan rumah tangga tetap utuh,
Penggugat berusaha mencari tau informasi tentang keberadaan Tergugat
namun sampai sekarang tidak di ketahui alamatnya.
9. Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini
Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima cq. Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan
hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk
diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya

sebagai berikut:
PRIMER:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2, Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (t ) Terhadap diri
Penggugat (p)
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3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku

SUBSIDER:
Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah
datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap
sebagai wakil’lkuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi yang
relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, ternyata tidak hadir di
persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor470.1/173/X/2019,

tanggal 2 September 2019, yang dikeluarkan oleh Desa Rato

Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi

meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang

ternyata sesuai. Selanjutnya diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 117/26/VI11/2004 tanggal 15
Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Plampang, Kabupaten Sumbawa Besar. Bukti surat tersebut telah diberi
meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya
yang ternyata sesuai. Selanjutnya diberi tanda P.2;

B. Saksi
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1. Anak | Penggugat dan Tergugat , umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan
Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di R.T.12 R.W.06 Desa Rato
Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, dibawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik
kandung Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orang tua Tergugat selama 2 tahun, selama pernikahan tersebut
Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya
suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa sejak Nopember 2016 secara berturut-turut hingga sekarang,
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa
alasan yang jelas. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak
pernah mengirimkan kabar berita serta tidak pernah menjamin nafkah
lahir batin Penggugat hingga sekarang ;

- Bahwa atas kejadian tersebut di atas Penggugat telah dinasehati oleh

keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil ;

2. Saksi Il , umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA,
tempat kediaman di R.T.4 R.W.02 Desa Kananga Kecamatan Bolo
Kabupaten Bima, dibawah sumpahnya, dibawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

sepupu Penggugat;

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orang tua Tergugat selama 2 tahun, selama pernikahan tersebut
Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya

suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
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- Bahwa sejak Nopember 2016 secara berturut-turut hingga sekarang,
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa
alasan yang jelas. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak
pernah mengirimkan kabar berita serta tidak pernah menjamin nafkah
lahir batin Penggugat hingga sekarang ;

- Bahwa atas kejadian tersebut di atas Penggugat telah dinasehati oleh
keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap dengan gugatannya
dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ketidakhadirannya itu
tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sabh;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan
gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis
membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah
dibuktikan dengan bukti P.1 yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya
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serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti
bahwa Penggugat adalah warga negara yang tercatat secara Administrasi
Penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan
Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan
sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974
tentang perkawinan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini
termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud
oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah
dibuktikan dengan bukti P.2 yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya
dan saksi-saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa Penggugat dan
Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah menurut
ketentuan Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana
yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 2
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 4 dan 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan
bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan sejak Nopember 2016 secara berturut-turut hingga
sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan
tanpa alasan yang jelas. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak
pernah mengirimkan kabar berita serta tidak pernah menjamin nafkah lahir
batin Penggugat hingga sekarang ;

Menimbang bahwa pihak keluarga dan tokoh masyarakat telah berupaya
mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga
Penggugat merasa menderita lahir bathin dan merasa bahwa rumah tangganya
sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;
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Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut
Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang mana dibawah sumpahnya
telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan
perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana
antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling
bersesuaian, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi
tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan
sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan,
maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sabh;

2. Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar lalu Tergugat
pergi meninggalkan Penggugat sejak Nopember 2016 sampai sekarang;

3. Penggugat sudah dinasehati untuk bersabar dan rukun dengan
Tergugat), namun tidak berhasil;

4. Penggugat bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut
diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang
bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah
mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-
undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak
dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim
berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak
dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk
mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan
lagi atau tidak, bukan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah
atau untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran
dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab kalaupun hal tersebut ditemukan
di persidangan namun kedua belah pihak tetap tidak bisa didamaikan lagi,
maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya
benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah tidak menyatu lagi;
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Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada
hubungan fisik dan materi akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan bathin
atau jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari
sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT QS. Ar Rum Ayat 21;

Perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk
mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah dan bahkan lebih
jauh lagi Al-Quran menitik beratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami
istri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa
antara suami istri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya
perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak
sudah tidak ada lagi ikatan bathin/ikatan jiwa adalah ditandai dengan pisah
tempat tinggal sejak Nopember 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga,
tokoh masyarakat dan majelis hakim sendiri selama proses persidangan tidak
membuahkan hasil atau dengan kata-kata lain tidak menggoyahkan keinginan
Penggugat menceraikan Tergugat itu juga pertanda bahwa ikatan bathin/ikatan
jiwa kedua belah pihak sudah lemah sekali;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka
perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan
Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah
tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan
menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun
1974 menyebutkan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup
alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri”
jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan bertujuan untuk
membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan
keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana dikehendaki
Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, namun kondisi
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rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru sebaliknya telah lari dari prinsip-
prinsip tersebut diatas, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa
perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga yang
berkepanjangan dan menghindari timbulnya mudharat yang lebih besar lagi
bagi kedua belah pihak, hal lain sejalan dengan pendapat ulama (Sayyid Sabiq)
yang termuat dalam Kitab Figh As Sunnah Juz Il halaman 290 yang berbunyi :

cal yie) gl (da g 3l Aiy  aldl) salla) ge s i 1AL
O 5_)@‘ equ dxa 5Lbﬁ Y Laa p\.ﬁe‘}’l Q\SJ ‘Ej)“
A, A8l Ll Legins =S¥l (e =l Jae g Lagllial
Artinya  “Maka apabila gugatan isteri telah pasti dan penderitaan isteri
menyebabkan ia tidak mampu memikulnya dan Hakim tidak dapat
mendamaikan suami isteri maka Hakim diperkenankan menjatuhkan
Thalak Bain Suami terhadap Isteri”

Menimbang, bahwa Penggugat sudah sangat membenci suaminya dan
satu-satunya jalan adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim perlu
mengetengahkan pendapat Ulama Islam yang termuat dalam Figh Islam
sebagaimana yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marom sebagai
berikut :

Dlrio | e gosdl sl | easal 3] §o il (miolad] o calles ol a9l 0.
Artinya : Seorang istri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan
agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami

telah berbuat memudharotkan dirinya.

Menimbang, bahwa Mejelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat
Ulama Islam tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat
tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil yang disampaikan oleh
Penggugat telah terbukti dan alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat tidak
bertentangan dengan ketentuan hukum, maka gugatan Penggugat untuk
bercerai dengan Tergugat menurut hukum dapat dibenarkan sesuai ketentuan
Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 (b)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi

Hukum Islam;
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Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;
Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (t ) terhadap diri
Penggugat (p);
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan
tanggal 13 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Imam Shofwan, M. Sy.
sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Mukminin dan Uswatun Hasanah, S.H.l.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Wahyuningsih,
S.H.l,, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Drs. H. Mukminin Drs. Imam Shofwan, M. Sy.
Hakim Anggota,
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Uswatun Hasanah, S.H.l.
Panitera Pengganti,

Sri Wahyuningsih, S.H.l.

Perincian Biaya Perkara :
1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 290.000,-
4. PNBP : Rp. 20.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Meterai : Rp. 6.000.-

Jumlah Rp. 406.000,-

(empat ratus enam ribu rupiah)
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